BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian historis yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Weber, perilaku terjadi karena motivasi individu. Sedangkan
motivasi dari seorang Soe Hok-gie adalah berhadapan dengan sentimen
anti-Tionghoa hingga analisa tentang daya minat belajar etnis Tionghoa
yang dilakukan. Motivasi individu tersebut menjadi dasar dari tindakan
yang dilakukan. Bergabung dengan kelompok yang sepaham dengannya
lah tindakan yang dipilihnya. Yang bertujuan untuk menyerukan ide
asimilasi yang menurutnya sebagai suatu solusi masalah yang dihadapi
oleh etnis Tionghoa di Indonesia.

2. Pemikiran politik Soe Hok-gie saat Sukarno berkuasa adalah ide asimilasi
yang pada dasarnya adalah ide patriotik. Ide tersebut mempersyaratkan
peleburan orang-orang Tionghoa Indonesia ke dalam penduduk pribumi
Indonesia. Berbeda dengan ide Integrasi yang diserukan oleh kubu Baperki
yakni mempertahankan pluralisme di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan
bahwa secara umum konteks pemikiran serta posisi Soe Hok-gie terkait
identitasnya sudah melampaui persoalan asimilasi dan integrasi.
Pemerintahan yang sudah keluar dari jalur idealnya menjadi stimulus Soe
Hok-gie sehingga menimbulkan kesadaran kritis. Tindakan-tindakan kaum

tertindas yang sudah memiliki kesadaran kritis layaknya Soe Hok-gie
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menuju ke dua arah, yakni aktualisasi diri dan mengubah tatanan sistem
pemerintahan yang bobrok. Sedangkan Tindakan rasional dari Soe Hok-
gie masuk dalam Klasifikasi Rasionalitas Instrumental, dapat dikatakan
bahwa tindakan Hok-gie ini mengedepankan alat untuk melengserkan
pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Awalnya sarana yang
digunakan Hok-gie adalah melabuhkan dirinya pada beberapa gerakan
seperti GMSos dan Gerakan Pembaharuan serta kerjasama dengan militer.
Hingga akhirnya Soe Hok-gie turun ke jalan untuk memprotes
pemerintahan yang korup. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Soe Hok-
gie masuk dalam Klasifikasi gerakan politik nilai (values political
movement) bukan gerakan politik kekuasaan (power political movement)

layaknya partai politik.



